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BUPATI WONOSOBO,
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat
Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi
Dan/Atau Olah Raga sudah tidak sesual dengan
kebutuhan dan perkembangan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo maka perlu mengubahnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terseout
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Taman Rekreasi Dan/Atau Olah Raga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalem
Lingkungan I’ropinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noimor 4400);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggunti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang iHak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pcmbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata



Menc

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahiun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Repuilslik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pcluksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentung Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tal.un
2014 Nomor 199);

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

18. Peraturan Duacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 200& Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten wonosobo Nomor 7);

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Taliun
2011 tentang Retribusi Jasa. Usaha (Lembaran Dacrah
Kabupaten wonosobo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahun
Lembaran Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Tempat Rekrcasi Dan/Atau Olah Raga (Berita Dacrah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:
.pkan : PERATURAN i3 JPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUFATI WONOSOBO NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN/ATAU OLAH RAGA.

Pasal I

Bebciapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekrcasi

Dan/Atau Olah Raga (Berita Dacrah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Noiror
52) diubah sebagai berikut:

1
1.

Pasal 4 diubah sehingga kescluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4
Pemungutan  Retribusi  pengunjung wisata Waduk  Wadaslintang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikerjasamakan
dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuui dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



2. Pasal 5 diubah sehingga kescluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemungutan Retribusi pengunjung wisata Kawasan Dataran Tinggi

Dieng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

¢. Retribusi pintu masuk gerbang Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
sebesar Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) dan Asuranst
sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah); dan

b. Retribusi Dieng Plateau Theatre sebesar Rp3.800,00 (tiga ribu delapan
ratus rupiah) dan Asuransi sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulail berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal £/ ﬂyp}‘/ [ 20i§

BUPATI WONOSOBO,

diundangkan di Wonosobo B
pada tanggal #29 /f?/gm L 2o/

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 83



